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Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya,
ka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitari yang berjudul
EWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
RHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN
POLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
RDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR
KIT YA)”, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
u Hukgn pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
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Han:apan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil
tuk diugtkan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
geri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Deréikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamg"alaikum Wr.Wh
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Dr. Hellenzl ast Fitriani, S.H..M.H

.NIP. 198@72320232 12029
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o Yang bertandatangan di bawah ini:
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~  Nama - NURAINI RITONGA
3 NM 12020726952
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Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: Wewenang
Pényidik Polri Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak
Fcﬂiana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
(S_tudi Kasus Polisi Sektor Bukit Raya) adalah benar merupakan karya saya
sgndiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

2 Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya
cantumkan sumber kutipannya dalam Skripsi. Saya bersedia melakukan proses
yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata
skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 Juli 2024

SEPULUH RIBU RUPIAH
L.

80005ALX276581390

Nuraini Ritonga
NIM. 12020726952
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ABSTRAK

BIAEH Q

|n| Ritonga, (2024) : Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan
Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penenganan
Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan
Restorative (Studi Kasus Polisi Sektor Bukit
Raya)

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi Penyelesaian Tindak Pidana dengan
mgngedepankan keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan
pefaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu
kebytuhan hukum masyarakat, namun kenyataaan nya Restorative Justice di
Pglsek Bukit Raya belum menerapkan Restorative Justice sesuai dengan Bab 1
Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik Polri
dalam Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian, dan Apa
saja kendala Wewenang Polri dalam Penerapan Restorative Justice terhadap
tindak pidana pencurian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan
sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan
teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan
Pengumpulan Data dengan Triangulasi Teknik, Pelaksanaan analisis data pada
penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu tanggung jawab
pedyidik polisi Polsek Bukit Raya adalah menyelesaikan kasus tindak pidana
peﬁcurlan melalui keadilan Restorative. Yang berarti mengupayakan penyelesaian
kasus tindak pidana pencurian melalui perdamaian kedua belah pihak. Menurut
Pe‘faturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
P@anganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Namaun terhadap
TiAdak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya, Pelaksanaannya masih belum
efektif. Karena, menurut data lapangan, dari 21 Oktober 2023 hingga 31 Maret
2024, terdapat 23 pencurian yang memenuhi persyaratan materil dan secara
hukum dapat diselesaikan dengan Restorative Justice. Namun, hanya 11 kasus
percurian yang diselesaikan dengan Restorative Justice.Beberapa faktor, seperti
péﬁ'getahuan masyarakat, terus menghambat pelaksanaan hukum Restorative
Justice di Polsek Bukit Raya.
K@g“a kunci: Wewenang Penyidik Polri, Restorative Justice, Pencurian
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g KATA PENGANTAR
==
O
o
Aggalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdullillahi Rabbil’alamin,

dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT vyang telah

)
X | KR

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
Skfl})si ini dengan judul “WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM
Plg_NERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PEQ:&\ICURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8
TgHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI
POLISI SEKTOR BUKIT RAYA)”

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk
baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat
merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana
yagg telah kita rasakan sampai saat ini.

-

2 Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan
wn

b@wasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi
-

yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan
=

kefulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
-t
W

Lﬁf eristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ali Bakhtiar Ritonga dan

(=}
aintu surgaku Ibunda lina Siregar, terimakasih atas segala pengorbanan dan
o

';I"ulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku pendidikan

u

FPerkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak

neny wisey jue
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genal lelah mendoakan serta memberikan dan dukungan hingga penulis mampu

gnenyelesaikan studinya sampai sarjana, semoga ayah dan umak sehat serta
%anjang umur dan bahagia selalu.

2.?_E_3apak Prof. Dr.Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam

gegeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3.§apak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak

E_Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr.H.
Q\;iylawardi, M.Si selaku Wakil Dekan Il, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil
%elaku Dekan 111, dan seluruh jajarannya.

4. Bapak Dr.Darwis, S.H.I, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta lbu Dr.
Febri Handayani, S.H.l, M.H., selaku Sekretaris Jurusan llmu Hukum UIN
Suska Riau.

5. Ibu Dr.Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing | dan Bapak
Syafrinaldi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Il yang telah banyak

=r%mmberikan bimbingan. arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis

i.-;alam penyelesaian skripsi ini.

6.%apak Dr.Muhammad Darwis, S.H.1.,S.H.,M.H. Selaku ketua penguji sidang,
gtbu Musrifah,S.H.,M.H. Selaku sekretaris Penguji Sidang, Bapak Dr.Nur
éllidayat, S.H.,M.H. Selaku Penguji 1, Dan Bapak Asril, S.H.I.,M.H. Selaku
®

Penguji 2. Terimakasi atas arahan dan Bimbinganya.

(0]

7.$r.Mahmuzar, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah
e

smemberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama

u

kiﬁenulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.

L3
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8.m:Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim

-
Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/lbu

E')Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9.?_P_inpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu
genulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan
gerupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan
Uc?paik.
jeb)
10xKepala Polisi Sektor Bukir Raya, dan bapak Yogi Wijaksono selaku Staf Unit
gf{eskrim Polisi Sekor Bukit Raya dan pegawai lainya yang berada di oolsek
bukit raya, yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data
kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesian skripsi masih jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun
kelé?liruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan

-

m

ma.a-faat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal’alaminn.
=

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 11 maret 2024

Penulis

NUR AINI RITONGA
NIM:12020726952
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I BAB I

Q

-

o PENDAHULUAN
=

QO

A é_atar Belakang

;TKepoIisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam
pengeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perfndungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kepolisian
Re?ﬁjblik Indonesia dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil.
Seggai polisi sipil, maka kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam
orgznisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian
secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung
terwujudnya pemerintahan yang baik.*

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang
mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip
utgr)na keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi
w%ga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak

atiu pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum

o1

sebdgai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam

<
ke@_jupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi dari
=
Pagl 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Ke&lisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik
5} ! Arman Sahti, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara”
dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2., No. 2 (2019), h. 615-642.

> | Made Wahyu Chandra Satriana, Sistem Peradilan Pidana, (Denpasar: Udayana
Uniersity Press), 2021, h. 10.
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Indgnesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

-

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyrakat, tertib dan tegaknya hukum,
o

ter§¢lenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
= : I N .

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
=~

magusia.
i(onsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (Restorative Justice)
c

me‘;\_Upakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara
jeb)

pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional),
QD

perdekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (Restorative

Justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku,

korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu,

pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “Non State Justice System” di

mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan

tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep

kea?ilan restoratif atau keadilan pemulihan (Restorative Justice) banyak diwarnai

-

(o]
bergagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.®

|

antg:ta nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk
<

meﬂcapai kedamaian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara

= Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian
-

S

Reﬁﬂblik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari

(0]

pelﬁbahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan
e

pe@man dalam penegakan hukum itu sendiri, Maka penegakan hukum tidak

AS

* Edi Rebut Harwanto, Keadilan Restorative Justice, (Lampung: Cv. Laduny Alifatma,
), h.4.

N
o

neny wisey Jgie



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuadey ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
darg)&t terlepas dari keadilan, hal ini sesuai dengan pernyataan Aristoteles yang

-
menpempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan

o
seliggai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya

=

terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil
—_

bagi-Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. *
éasar hukum Kkepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan pada

c

Péfaturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Bab 1 pasal 2 ayat (1) Penanganan
jeb)

Tingdak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

QD
< a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;

b. penyelidikan; atau
c. penyidikan.

Dan pada Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur "dapat
mengambil tindakan lain", dengan "syarat-syarat tertentu atau disebut dengan

"d%’kresi". Berdasarkan peraturan tersebut penyelidik dan penyidik memiliki

-

ke@jakan untuk memilih bagaimana harus bertindak. Diterbitkannya Surat Edaran

&
Kapolri Nomor. SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif

o]
(R?torative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa

peﬁfaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh
]

pe%i/elidik dan penyidik Polri yang menerapkan prinsip Restorative Justice dalam
=)

m’é}hpde penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam
e

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Kepolisian Negara

blik Indonesia, Pasal 4.
> Indonesia, Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Jn 2021.

R

T
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UE}Eang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara rapublik

Ingf_)nesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
T%un 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 12 mengatur
me?_f?genai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendekatan
Rgorative. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jalan untuk menggunakan
peﬁdekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan sebuah perkara.® Restorative

c
Ju?sz_tice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu

m;fdel pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya
pegyelesaian perkara pidana.’

Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan
hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. ®Restorative
justice pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi dampak dari
banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan karena tidak semua tindak pidana
harus diselesaikan pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah
ungﬂk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral kehidupan masyarakat di

-

Ina:onesia. Restorative Justice yang mengedepankan musyawarah mufakat
&

mehgutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa harus
o]

mgralui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban telah

dilfgembalikan. Penggunaan pendekatan Restorative Justice ini masih belum terlalu

1MS jo 4318

® Marwan Effendi, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan

Hzgmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta: 2014), h. 135.

7 Habibul Umam Tagiuddin. Penerapan Keadilan Restoratif, (Restorative Justice) dalam
Peraktik Ketatanegaraan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume V1., No. 1., 2022. h. 123.
8 John M.Scheb John JD dan Jhon M. Scheb 11, Criminal Law and Procedure, Edition,
(BEImontThomson Learning, 2008), h. 3.

Ie
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op;ljimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti sosialisasi kepada

mg_yarakat oleh pihak terkait.

E’ Dengan demikian inti dari keadilan restofatif adalah penyembuhan,
pe%belajaran, moral dan partisipasi serta perhatian masyarakat, dialog, rasa
m;naafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu
mgz)')upakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.
M§_de| penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berbasis keadilan restoratif
ya;g banyak dipraktikkan di berbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai
up%ya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam
mekanissme sistem peradilan pidana.’

Lembaga Kepolisian pada tingkat kecamatan diampu oleh suatu Kepolisian
Sektor dalam melakukan pengaduan terkait suatu tindak pidana. Kepolisian Sektor
bukit raya merupakan salah satu polsek yang berada di jalan ,kh. Nasution pekan
baru yang notabene masyarakatnya masih belum mengenal jelas tentang
Re%lorative Justice. Polsek Bukit Raya merupakan salah satu lembaga penegak

-

hu:kum yang berada di Kota Pekanbaru yang banyak sekali menangani perkara

F—

+¥]

tinglak pidana pencurian yang tergolong biasa. Berdasarkan data yang diambil
o]

digAri Sabtu tanggal 11 agustus 2023 dari Reskrim Polisi Sekot Bukit Raya bapak

Y&Sgi Wijaksono bahwa dari 21 Agustus 2023 sampai dengan 31 Maret 2024
]

te@état sebanyak 23 kasus pencurian biasa yang masuk ke Polsek Bukit Raya
=)

D@ 23 kasus pencurian biasa ini, hanya 11 saja kasus yang terselesaikan dengan
e

RéStorative Justice.

IeAg u

Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidanapenerapan Keadilan Restorative Dan

Trafsformatif, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2020, h. 86.

H
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g Dan ada pula kasus pencurian yang secara hukum sudah bisa untuk

disieilesaikan dengan upaya Restorative Justice, namun penyelesaiannya terhambat
k%:na ada beberapa syarat untuk dilakukannya Restorative Justice tidak dapat
di%nuhi oleh kedua belah pihak. Seperti kasus pencurian yang terjadi antara
Agan Hasibuan sebagai korban dan wawan Kurniawan sebagai pelaku.

Hal ini berdasar pada jumlah tindak pidana yang masuk pada Kepolisian

w

Séj@_tor bukit raya tidak mencapai 50%, dari jumlah laporan atau aduan yang
m;Jsuk dapat diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu,
beﬁgF)dasarkan permasalahan terssebut perlu dilakukan penelitian terhadap peran
penyidik polri dalam penerapan Restorative Justice. Berdasarkan Uraian diatas
Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul
penelitian, yaitu “WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

T%NTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN

(1]

KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT
&

RAYA)”
-

B. gatasan Masalah
E Dari latar belakang masalah diatas untuk perlu adanya pembatasan masalah,
]

adﬁ'bun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tentang keterbatasan
=)

J

wewenang penyidik Polri dalam menerapkan pendekatan Restorative Justice

n

tegadap tindak tidak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor.

u

8§hun 2021, dengan fokus pada studi kasus Polsek Bukit Raya. Faktor seperti

nery wisey jix
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@)

kefntuan hukum, peran Polri dalam Restorative Justice, dan implementasi

-
kehijakan di tingkat Polisi Sektor dapat menjadi aspek yang dijelaskan dalam

©

batasan masalah.

3
C.-Rumus Masalah

e

Adapun rumus masalah dalam penelitian ini adalah :

;

Bagaimana wewenang penyidik Porli dalam penerapan Restorative Justice

‘E_ terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya Berdasarkan

Q;E; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?

g. Apa saja kendala wewenang Polri dalam penerapan Restorative Justice
terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya Berdasarkan
Prtaturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini
adalah :

= 1. Tujuan Penelitian

neny wisey jrreAg uejng jo AJISIdATU) dDIWE[S] d)e

a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik
polri dalam penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana
pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restorative

b. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala penyidik polri
dalam penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian
berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restorative.
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2.

Manfaat penelitian

a.

=

Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program
Strata Satu Hukum pada fakultas syari’ah dan Hukum di Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para
akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam
bidang Hukum Tata Negara.

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana wewenang
penyidik polri dalam penerapan Restorative Justice terhadap tindak
pidana pencurian, dan apa saja kendala penyidik polri dalam
penerapan Restorative Justice tindak pidana pencurian.

Sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah
yang sama dengan apa penulis teliti saat ini yaitu terkait wewenang
penyidik polri dalam penerapan Restorative Justice terhadap tindak
pidana pencurian berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan

Restorative.



D)

EF

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
I BAB I
{ah]
G
o KAJIAN PUSTAKA
Bl _ :
A. Qr-;-l'lnjauan Umum Tentang Restorative Justice
31. Pengertian Restorative justice
z Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat
dafam suatu tindak pidana tertentu bersama- sama memecahkan masalah
w
ba%aimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca
-~
jeb)
mata Restorative Justice , tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap

m%usia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban
untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi,
dan menentramkan hati.*

Keadilan restoratif menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar
filosofis dari hukum pidana, pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Perlunya
ad%)suatu dekonstruksi pandangan atas hukum pidana dimana asas lus Puniendi
ha;ﬁjs diterjemahkan kembali, Asas Nulla Poena yang menjadi landasan dari
pegentuan jenis sanksi pidana diperluas dan reorientasi terhadap sistem peradilan
pigg.ma dimana proses peradilan pidana melibatkan semua pihak yang terkait

=
defigan tindak pidana yang terjadi secara bersama- sama memecahkan masalah
-t

IS

bagaimana menangani akibatnya dimasa mendatang.*

upl[ng jo A3

9 prayoga Kurnia, Penegakan Hukum Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya

ndungan Korban, GEMA, Th.XXV11/49, Jurnal llmu Hukum, VVolume 9,No.2 ,2015, h.1499.
" Ferry fathurokhman, Restorative Justice Paradigma baru Hukum Pidana, (Jakarta:
Publising), 2016, h. 43.

£

IN

nery wisey fire
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g Restorative justice berasal dari bahasa inggris, terdiri dari dua kata, yaitu

e

“Restoration” yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “Justice”

o
arfinya keadilan. “Restorative” artinya kata benda) obat yang menyembuhkan/

= 12 o e . . .
menguatkan/ menyegarkan.” Dengan demikian pengertian Restorative Justice

—_
menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

B

e

erapa pendapat ahli mengenai Restorative Justice antara lain :

n

w
el
W)
A
L
c

ST @23e3sg

I

a. Menurut Tony Marshall, Restorative Justice adalah proses yang

melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah
pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara
kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari
pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

.Menurut Marian Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative
Justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk
mengembalikan kesejahteraan  korban, pelaku dan masyarakat yang
rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan
kejahatan lebih lanjut.

.Menurut W. Tommy Watuliu Kepala  Satuan [1V/Cyber Crime

Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Atang
Setiawan (staff Satuan 1V/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal
Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan Restorative Justice sebagai
salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konlik secara damai di luar
pengadilan®.

Manfaat dari penerapan teori Restorative Justice yaitu untuk

berdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk

mermperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran

da@-keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.*

(g°]

-t

W

::'l:

<

(=)

Lo =

W

=

-

g 2 Alfitra, Efektifitas Restorative Justice Dalam Peroses Hukum Pidana, (Bandung: Wade

Grag), 2023, h. 3.
< “ibid, h. 1499.

In

nerny wise)[ gw

" Chindya Pratisti Puspa Devi, Tesis: “Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak
esia dalam Perspektif Hukum Islam” (Jakarta: UIN, 2014), h. 9
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Penerapan Restorative Justice

o Penerapan Restorative Justice adalah proses penggunaan pendekatan

d

regforatif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang

merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan

—_
metalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang

terkena dampak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Restorative Justice:

N SN

@ 1. Sistem Peradilan Anak

nery ey

B

o

o

Dalam sistem peradilan anak, Restorative Justice telah diadopsi untuk
membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan
bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada
upaya rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan
hukuman.

Mediasi atau Pertemuan Restoratif

Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat
membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk
membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat
mengembalikan keseimbangan.

Program Restoratif dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba
menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan
pemuda. Program ini bertujuan untuk membantu tahanan memahami
konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan
korban serta masyarakat.

Alternatif Pemidanaan

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk
memberlakukan alternatif pemidanaan dengan mengintegrasikan elemen-
elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan
masyarakat.

Pengembangan Kebijakan Publik

Restorative Justice juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan
kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam
penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.

Program Sekolah

Dalam konteks pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan
sebagai cara untuk menangani konflik di antara siswa atau melibatkan
siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian.’®

u

Maksum Rangkuti, https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-

m-syarat-dan-penerapan/, (diakses jam 23:10) tanggal 15-01-2024

nery wisey Lt_ueAg ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§
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©
g Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

-
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

d

Béfdasarkan pasal 1 angka (3) yaitu:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui Perdamaian dengan

pemulihan kembali keadaan semula”. 9

nNely ejysns NN 1w

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi, “Guna kepentingan
pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*’

Pendekatan Restorative Justice adalah ide yang lebih fokus pada
menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Untuk
méﬂcapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak

pe:faku dan korban, proses tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya

ben:é‘okus pada pemidanaan diubah menjadi proses perundingan. Jika keadilan
o]

R%toratif didefinisikan sebagai keadilan, apa yang sebenarnya direstorative,

e

ReEtorative memiliki arti yang lebih luas dalam proses peradilan pidana
]

kcﬁ\/ensional, tetapi restitusi atau ganti rugi terhadap korban dikenal. Restorasi
=)

be@rti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ada kemungkinan bahwa
e

kd&;’;ban dan pelaku setuju untuk pemulihan hubungan ini. Korban memiliki

@ '® Indonesia, Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Beftlasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 Angka (3).
' Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54.

nery wisey ji
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©
kegémpatan untuk menceritakan apa yang mereka alami dan pelaku diberi
A 18
kesempatan.

=

—

o Menurut  Wagiati dan  Melani, penerapan  Restorative  Justice
=
menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu
—_
memulinkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang

terﬁanggu akibat adanya tindakan pidana tersebut. Adapun tujuan dilakukannya
c

Rég_torative Justice adalah :
jeb)

uniwk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah

QD
teffadinya suatu kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk

1. Memulihkan Kerugian: Restorative Justice fokus pada memulihkan
kerugian yang dialami oleh korban, baik secara material maupun
emosional.

2. Mengembalikan Keseimbangan: Melalui dialog dan interaksi, Restorative
Justice bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan
antara pelaku dan korban.

3. Memperbaiki Hubungan: Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk
memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat, sehingga mereka
dapat berkontribusi positif setelah melakukan kesalahan.

4. Mencegah Re-offending: Restorative Justice berusaha mencegah pelaku
melakukan tindakan kriminal kembali dengan melibatkan mereka dalam
proses pembelajaran dan tanggung jawab.

5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam
pemecahan masalah kriminal dapat meningkatkan pemahaman kolektif
terhadap keadilan dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif.

6. Menekankan Tanggung Jawab Pribadi: Restorative Justice menempatkan
tanggung jawab pribadi pada pelaku untuk mengakui kesalahan mereka
dan berusaha memperbaikinya.

Dengan demikian, Restorative Justice berusaha menciptakan proses hukum

B Aj1s19ATU) dTWR[S] 2)B}S

yang lebih inklusif, peduli, dan memberikan ruang bagi transformasi positif bagi

ua pihak yang terlibat.™

B\S J

Se

'8 Azwad Rachmat Hambali, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice

Peryelesaian Perkara Tindak Pidana, Jurnal IImu Sosial, Volume, 2., No.1., 2020.

nery wisey jrredg ugy
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=

4.

5.

6.

14

Syarat perkara yang boleh di Restorative Justice

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restorative justice

Kasus tindak pidana pertama kali.

. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas

tertentu (misalnya, Rp 2,5 juta).

. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti

pendekatan restorative.

Ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana
penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana
kepada korban.

Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban.

Tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana
dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah

persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Restorative Justice:

1

2

3.

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S
\‘

a

re

o
B's 3

4.

5.

Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan
pelanggaran hukum.

Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian
perkara.

Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana
denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana
kepada korban.

Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.

. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak

pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak
pidana.

Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian perkara dengan
orative justice tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan

an keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat,

nery wisey éwﬁkg uej

° Zainal Abiding, Penerapan Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana Di
esia, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform), h. 148.
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©
kegala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu,

Re:_;iorative Justice juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman
pi%na minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan
tir%ak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”°

4. Ciri- Ciri Restorative Justice

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa

NS NIN X!

kd;gsep dan prinsip Restorative Justice sebenarnya telah diperketatkan oleh

=

sejpmlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan
Rgtorative Justice sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat
prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konversional
telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia. Berkaitan erat dengan

Restorative Justice ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri Restorative

Justice sebagai berikut:?!

QD
~—

Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain
dan dipandang sebagai konflik.

Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar
dialog dan negosiasi.

Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan
tujuan utama.

Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan
tujuan utama.

Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
® Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.

wg) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative.

Zh) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah.

N

o

UIEJSI a;r%S

R) !
o
N

ATU
D
~

ejng jo 4

2 Joan Lmanuella Hanna Pangemanan, https://mediaindonesia.com/politik-dan-

huEJm/610482/penqertlan restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya, (diakses jam
9) Tanggal 30-06-2024.

! Muliadin, Prinsip Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika,2002), h. 27-29.

Jegc
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©
B.mlTinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

-
ol. Pengertian Tindak Pidana

d

o Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

I @

Piglana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan

teptang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat

|G

urﬁang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah
c
pef?rj_stiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana®

jeb)
v Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam

istigi?lah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja
dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang
sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar
larangan hukum pidana.?

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian
tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut
Pré?. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana”, tindak
pi;:;na berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

F—

P%f. Simons, dari Utrecht-Balanda, dalam bukunya ynag berjudul "Heerboek Vna
o]

ngﬂ Nedherlands Trafrecht” terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah

kaEkuan yang diancam dengan pidana., yang bersifat melawan hukum, dan

S

dlEkukan oleh orang yang mampu bertangungjawab.**

22 Fitri Wahyuni, Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT
Peggida Utama), 2017, h. 35.

** Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018, h. 1.

24 Masruchin Rubi, Buku Ajar Hukum Pidana, (Malang: Media Nusa Creative), 2021, h.

uej[ng jo

(o]
o
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©
g Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana

-
(strafbaarfeit). Diantaranya adalah:

d

o a Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang
dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh
seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah
perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan
hukum.

Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang
yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang
yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat
suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya.?®

o

nNely ejysns NN 1w

2. Pengertian pencurian
Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam

beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. berbunyi:
Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian,
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-
banyak Rp. 900. %
Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya
sebagai berikut :

mengambil barang

Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu
dengan melawan hukum (melawan hak).

I@IMIUg dJIWe|[sy ajels

% Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (PT Sangir Multi Usaha), 2022, h. 40.
*® Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.
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Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Hukum pidana itu harus dipenuhi syarat — syarat tertentu. Syarat —syarat

dio ey ©

teffentu ini lazimnya disebut dengan unsur — unsur tindak pidana. Jadi seseorang
da%lt dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat —
sygat tindak pidana (Strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertiannya unsur tindak
pi%na hendaknya dibedakan dari pengertian unsur — unsur tindak pidana

c
segi_agaimana yang telah disebutkan dalam rumusan undang — undang, Pengertian

jeb)
yamg pertama ( unsur ) ialah lebih luas dari pada kedua ( unsur — unsur ). Misalnya

ugur — unsur ( dalam arti sempit ) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang
tercantum dalam Pasal 362 KUHP?’
Dalam kutipan Pasal yang telah dijelaskan diatas, pencurian ini mempunyai
beberapa unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.
1. Unsur Obyektif, terdiri dari :
a. Perbuatan (mengambil)

b. Obyeknya yaitu suatu benda
c. Unsur keadaan yang melekat pada benda (benda tersebut statusnya

;U") seluruhnya atau sebagian milik oranglain)
= 2. Unsur Subyektif, terdiri dari :
— a. Adanya maksud (niat)
st b. Yang ditujukan untuk “memiliki”
= c¢. Dengan melawan hokum (hal ini merujuk pada suatu perbuatan
Y tersebut dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi seluruh
g unsur-unsur yang telah di sebutkan).
E Dari unsur yang telah ada, dapat di simpulkan bahwa perbuatan mencuri
]
itEdapata dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah
=)
teg’_ﬁpat. Dengan kata lain bila si pelaku pencurian ini baru memegang barang
e
tegebut dan ketahuan oleh pemilik barang, maka ini tidak dikatakan sebagai
=
<
= %’ Sudarto, Hukum Pidana 1 A-1 B, Fakultas hukum Universitas Jendral, (Soedirman:
PuB{okerto), 2020, h. 43.
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©
peAcurian melainkan “percobaan pencurian”.?®® Dan barang yang dicuri itu
o

-

selyruhnya atau sebagian harus milik orang lain Perumpamaannya seperti ada dua
o

orghg yang memiliki bersama sebuah sepeda (satu sepeda menjadi milik dua
= . : :

orang). Kemudian satu orang diantara nya mencuri sepeda tersebut, dengan
~

maksudingin dimiliki sendiri. Meskipun sebagian barang tersebut miliknya,

naﬁun ia dapat dituntut dengan pasal pencurian yang diatas tersebut. Karena
c

status sepeda tersebut sebagian adalah milik orang lain.

Q
C.zacam-macam Tindak Pidana Pencurian

g Macam-macam pencurian yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),meskipun didalamnya tidak dijelaskan
secara spesifik namun jika kita melihat pada buku 2 KUHP pencurian diatur mulai
pasal 362 -367 KUHP. Berikut lima (5) macam-macam pencurian menurut
KUHP:

1. Pencurian Biasa
Pea%:'curian jenis ini dimuat dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi:
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dihukum,karena pencurian, dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima  tahun;atau denda  sebanyak-banyaknya

Rp.900.Pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan

pencurian.

Ag uej[ng jo AJISIdATU) DTWIR]S] 33

*® Imron Rosyadi, Victim Penciptation Dalam Tindak Pidana Pencurian, (Duta Media

PuBlishing), h. 25-26.
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2. Pencurian ringan

-
Pegcurian ini dimuat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi:

nelry eysng Nin y!tw eyd

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4,
begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh
lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh

rupiah”.

Pencurian ini memiliki unsur yang bentuknya pokok seperti pasal 362.%°

3. Pencurian dengan pemberatan

Pasal yang mengaturnya ialah pasal 363 yang berbunyi (1) Diancam dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a. Pecurian ternak.

b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakan
kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.

c. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau
untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau
pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan
salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama
sembilan tahun.Dengan memperhatikan pasal diatas yang dimaksud
pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362)
dibarengi dengan car dan keadaan tertentu, sehinggga disebutkan

neny wisey jraeAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

? |bid, h. 25-31
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©

B mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman max pada pencurian

2 biasa.

(@]

o 4. Pencurian dengan kekerasan

jeb)

5 Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365

KEHP berbunyi:

=

> a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

w :

c kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

& mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

© memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk

o tetap menguasai barang yang dicurinya.

o D) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua

c a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b. jika perbuatan dilakukan olen dua orang atau lebih dengan
bersekutu.

c. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jabatan palsu.

d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

e. Bila pembuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidan
penjara paling lama lima belas tahun.

f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

- atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika
2'- perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh
— orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal
st yang diterangkan dalam no.l dan 3.
B8
~5. Pencurian dalam keluarga
=
E- Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian di
(g°]

ka:i:angan keluarga. Dimana baik pelaku maupun korbannya masih satu keluarga,
]

misalnya contoh yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukanmya
n

sefdiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri

=

nery wisey yrredgiire)
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Secara singkat, tindak pidana terhadap harta benda ini telah diatur dalam

=3eH ©

Buku Il KUHP dan khusus untuk tindak pidana pencurian itu sendiri diatur dalam

BAB XXII pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP dalam hal ini mencangkup

di

teatang jenis pencurian secara pokok. Dan termuat lima kualifikasi pencurian,

i
yadtu
= N
o & Pencur!an biasa (Pasal 362 KUHP)
— Db. Pencurian berat (Pasal 363 KUHP)
2 c Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
o d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
0 e. Pencurian beserta penurunan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)
o T. Pencurian terhadap lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)
c

Selain itu pencurian juga memiliki dua unsur yaitu, objektif dan subjektif,
dari segi unsur objektif sepertihalnya perbuatan mengambil, suatu barang,secara
keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain. Makna dari “Perbuatan™ disini
menjelaskan suatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, jika ada orang
yang melanggar orang tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa
pe(r}jara. Sedangkan dari unsur subjektifnya yaitu, dengan maksud, untuk memiliki
bag@ng atau kepunyaan milik orang lain, secara melawan hukum.*
D%actor-faktor terjadinya tindak pidana

Dalam terjadinya sebuah peristiwa tindak pidana pasti terdapat beberapa

o1

fakkor yang mendorong diri seorang pelaku untuk melakukannya. Sebab-sebab

dI A

tegfadinya tindak pidana tersebut dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern)

A3

dan juga faktor dari luar diri (ekstern). Faktor-faktor yang memengaruhi

S7

tefadinya tindak pidana melibatkan sejumlah variabel kompleks. Secara ekonomi,

e}

méhunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan ekonomi dapat berkorelasi dengan

*% Ibid, h. 32.

neny wisey jrpig



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuadey ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

@)

23

peﬁngkatan tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat. Selain itu, dampak

e

gangguan mental terhadap perilaku kriminal individu. Dan Adanya lingkungan

©

sosjal yang terpapar oleh kejahatan sebelumnya juga dapat memperbesar risiko

=
tindak pidana. *'Penulis akan menguraikan lagi untuk memahamkan pembaca apa

=
maksud dalam factor-faktor tersebut.

neiy eysng N

(] dTwe[s| 3je3s

0 A31SIdATU

L 2]

o

o

1. Faktor Ekonomi:

ekonomi dan kemiskinan dapat mendorong orang untuk terlibat dalam
kegiatan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan
Kurangnya peluang pekerjaan atau tingkat pengangguran yang tinggi
dapat meningkatkan tingkat kejahatan.

. Faktor Individu:

Individu dengan masalah kesehatan mental sering kali lebih rentan
terhadap perilaku kriminal. Seperti Pendidikan Rendah, Kurangnya akses
atau partisipasi dalam pendidikan dapat meningkatkan risiko terlibat
dalam kejahatan.

. Faktor Lingkungan:

Lingkungan yang dipengaruhi oleh kejahatan atau kekerasan dapat
mempengaruhi perilaku individu.

Faktor Teknologi:

Kemajuan teknologi dapat memfasilitasi kejahatan siber dan penipuan
elektronik. Perkembangan teknologi juga dapat digunakan untuk
melancarkan tindak pidana, seperti pengawasan kamera keamanan yang
dimanipulasi.

Faktor Hukum dan Penegakan Hukum:

Jika penegakan hukum tidak konsisten atau terdapat ketidaksetaraan
dalam penerapan hukuman, hal ini dapat mempengaruhi tingkat
kejahatan. Seperti Korupsi di dalam sistem penegakan hukum dapat
melemahkan efektivitasnya dan memberikan insentif untuk melakukan
tindak pidana.

Faktor Politik dan Ekonomi:

Situasi politik yang tidak stabil dapat menciptakan lingkungan yang
mendukung kejahatan. Dan Korupsi di tingkat politik dapat merusak tata
kelola yang baik dan memperburuk tingkat kejahatan.

Perlu diingat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi di berbagai konteks dan

mgs)yarakat. Selain itu, seringkali tindak pidana dipengaruhi oleh kombinasi

Ag uel]

So

nery wisey gie

*! sarah, “Lingkungan Sosial Dan Kejahatan Sebuah Studi Longitudinal,” Jurnal limu
I, Volum 32, No, 4, (2018), h. 275-290.
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bersifat holistik dan melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat.
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0
1=t
Q
=
3 ©
S _o .
@ E.__ Penelitian Terdahulu
c 3
S =
@ §PENELITIAN PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN
@ | PENULIS TERDAHULU
’g ~WEWENANG IMPEMENTASI | Persamaan utama | Perbedaan utama
§ %ENYIDIK PERATURAN antara judul saya | kedua judul
—POLRI DALAM | KEPOLISIAN dan penelitian | penelitian  tersebut
“PENERAPAN NEGARA terdahuhulu terletak pada
PRESTORATIVE REPUBLIK adalah fokus pada | fokusnya. Judul
AUSTICE INDONESIA penerapan Penelitian saya
?TERHADAP NOMOR 8 | Restorative menitikberatkan
TINDAK TAHUN Justice dalam | pada wewenang
PIDANA 2021TENTANG | konteks  tindak | penyidik Polri dalam
PENCURIAN PENANGANAN | pidana penerapan
BERDASARKA | TINDAK Pengaiayaan Restorative  Justice
N PERATURAN | PIDANA Persamaan kedua | terhadap tindak
KEPOLISIAN BERDASARKA | judul tersebut | pidana pencurian di
NOMOR 8| N KEADILAN | terletak pada | Polisi Sektor Bukit
TAHUN 2021 | RESTORATIVE fokus kajian | Raya.
TENTANG JUSTICE terhadap
PENANGANAN | TERHADAP Peraturan Sementara itu, judul
STINDAK TINDAK Kepolisian penelitan  terdahulu
PPIDANA PIDANA Nomor 8 Tahun | lebih menyoroti
“BERDASARKA | PENGANIAYAA | 2021 dalam | implementasi
EN KEADILAN | N DI | konteks Peraturan Kepolisian
~STUDI KASUS | KEPOLISIAN penanganan Nomor 8 Tahun
?OLISI SEKTOR | RESOR KOTA | tindak pidana | 2021 tentang
CBUKIT RAYA | PEKANBARU® | berdasarkan penanganan  tindak
5 prinsip  keadilan | pidana penganiayaan
=% Restorative dengan pendekatan
e d L . 4 .
- Justice di | keadilan restoratif di
=L . .
55 Imgku_ngan Kepolisian Resor
=, Kepolisian, serta | Kota Pekanbaru.
oy
5

%2 Indah Sunggari, 2023, Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nemor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Tethadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Skripsi:
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= g ©

=5 = masing-masing

88 K memuat  studi

32 B kasus di wilayah

§§- B tertentu  (Polsek

%@_ ; Bukit Raya dan

@ g = Kepolisian Resor

g s K Kota Pekanbaru).

=

pe = Sedangkan

5@ m penelitian  judul

= = terdahu

g g mengeksplorasi

g o bagaimana

o b pendekatan

= = keadilan restoratif

=) diimplementasika

5 n oleh penyidik

D Polri, namun pada

ci tindak pidana

8 yang berbeda:

53:* pencurian dan

2 penganiayaan.

;‘, Selain itu, judul

; saya dan

o) n penelitian

3 E.. terdahulu  juga

= — mencantumkan

5 :—,' aspek studi kasus

% =5 di wilayah yang

g E berbeda,  yaitu
=3 Polsek Bukit
5 Raya dan
23 Kepolisian Resor
& Kota Pekanbaru.

2 =4 IMPLEMENTAS | Persamaan utama | Perbedaan utama

g? I PERATURAN | antara judul saya | judul saya dan
-~ KEJAKSAAN dan judul | penelitian terdahulu
o REPUBLIK penelitian terletak pada
o INDONESIA terdahulu adalah | institusi yang
3_ NOMOR 15 | fokus pada | menjadi  fokusnya.
L o
5
2.
=
a
5]
e
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s ©
o [ TAHUN 2020 | penerapan Judul saya
= 2- TENTANG Persamaan antara | menitikberatkan
g P PENGHENTIAN | kedua judul | pada wewenang
§- B PENUTUPAN tersebut  adalah | penyidik Polri dalam
a P BERDASARKA | fokus pada | penerapan
= i N  KEADILAN | penerapan Restorative  Justice
§ = RESTORATIVE restorative justice | terhadap tindak
A PADA KASUS | dalam konteks | pidana pencurian di
§ — KECELAKAAN | penanganan Polisi Sektor Bukit
@ LALU LINTAS | tindak pidana atau | Raya.
> DI WILAYAH | kejadian tertentu.
g HUKUM Selain itu, | Sementara itu, judul
o KEJAKSAAN keduanya penelitian terdahulu
b NEGERI melibatkan studi | lebih menyoroti
= KABUPATEN kasus di wilayah | implementasi
INDRAGIRI kepolisian  atau | Peraturan Kejaksaan
HILIR.*® kejaksaan tertentu | Republik  Indonesia
(Polsek Bukit | tentang penghentian
Raya dan | penutupan
Kejaksaan Negeri | berdasarkan keadilan
Kabupaten restoratif pada kasus
Indragiri Hilir). kecelakaan lalu
lintas di  wilayah
Sedangkan hukum  Kejaksaan
n penelitan Negeri ~ Kabupaten
=5 terdahulu Indragiri Hilir.
o . .
— mengeksplorasi Sehingga, fokusnya
g bagaimana berbeda antara
§_ pendekatan penanganan tindak
E keadilan restoratif | pidana oleh Polri dan
=3 diimplementasika | penanganan  kasus
5 n oleh penyidik | kecelakaan lalu
23 Polri dan | lintas oleh
) Kejaksaan Kejaksaan.
2 Republik
n Indonesia
=
=]
un

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
ReSforatif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten

Ind®agiri Hilir. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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o [ pada Kkasus-kasus
T B yang  berbeda:
g P pencurian di
a = Polsek Bukit
3 P Raya dan
= =3 kecelakaan  lalu
R lintas di wilayah
A hukum Kejaksaan
§ — Negeri Kabupaten
& Indragiri Hilir.
3 bn TINJAUAN Persamaan utama | Perbedaan utama
g YURIDIS antara judul saya | antara judul saya dan
0 MEDIASI dan judul | judul penelitian
Ny PENAL penelitian terdahu terletak pada
= MENURUT terdahulu adalah | fokus dan
PERATURAN keduanya konteksnya.  Judul
KAPOLRI Persamaan antara | saya
NOMOR 8 | kedua judul | menitikberatkan
TAHUN 2021 | tersebut  adalah | pada wewenang
TENTANG fokus pada | penyidik Polri dalam
PENANGANAN | penerapan menerapkan
TINDAK Restorative Restorative  Justice
PIDANA Justice dalam | terhadap tindak
BERDASARKA | penanganan pidana  pencurian,
n N  KEADILAN | tindak pidana. | dengan studi kasus
E, RESTORATIVE® | Keduanya juga | di  Polisi  Sektor
— merujuk pada | Bukit Raya.
-5 peraturan
?_ kepolisian terkait, | Sementara itu, judul
E yaitu  Peraturan | penelitian terdahulu
= Kepolisian lebih berfokus pada
5 Nomor 8 Tahun | tinjauan yuridis
23 2021.  Namun, | terhadap  mediasi
& perbedaannya penal sesuai dengan
=4 terletak pada | Peraturan  Kapolri
g? aspek studi kasus, | Nomor 8 Tahun
=
wn

A

* Mohammad Fauzi. S, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Penal Menurut

Pethturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

nery wisey




NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

D)

E’?

U

f
>

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

%)

©)

28

JJaquuins ueyingsAusw uep ueywniueousw eduel (ul synl eAiey unines neie ueibeqgas dinbusw Buelejq °|

Buepun-6uepun 1Bunpuijig eydi) JeH

MeTy eSS NI TTW eTdTo e H

pertama
mencantumkan
studi  kasus di
Polsek Bukit
Raya, sementara

judul kedua
menyoroti
tinjauan  yuridis
mediasi penal
tanpa merinci
studi kasus
tertentu.

sedangkan yang
penelitian
terdahulu tentang
tinjauan  yuridis
terhadap mediasi
penal sesuai
dengan Peraturan
Kapolri Nomor 8
Tahun 2021.
Kedua penelitian
menunjukkan
ketertarikan
terhadap metode
alternatif
penanganan
tindak pidana dan
keterlibatan Polri
dalam konteks
tersebut.

jenis tindak pidana

tertentu. Jadi,
perbedaan utamanya
adalah pada
pendekatan

penelitian dan tindak
pidana yang menjadi
pusat perhatian.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metodologi, terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa yunani, yaitu

wejdio ey @

"metodos™ dan logos”. Metodos berarti cara atau jalan dan legos berarti ilmu.
=

Metodologi berarti ilmu atau pengetahuan jadi secara harfiyah, metodologi dapat
= - .

di Ugntlkan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang cara atau jalan, Metode

c
mg\_hjangkau cara kerja untuk memahani obyek yang menjadi sasaran ilmu yang

be;)aangkutan Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk
mgjmecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.
Sebuah penelitian ilmiah. Akan melahirkan sebuah kebenaran ilmiah Yakni
kebenaran vang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaedah-
kaedal1 ihnialh, vaitu rasional, sistematik, dapat diobservas, dieksperimen, dan
berdasarkan fakta empirik.

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang sistematis dan
an@isis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Penelitian
dagat juga diartikan sebagai suatu upaya sistematis dalam menemukan,
mgjganalisis, dan menafsirkan bukti-bukti empiris untuk memahami gejala atau
ur;t;lllk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan yang terkait dengan
ge%la itu.  Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang
diéﬂnakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal

(=]

tef;hebut, menurut Sugiyono ada empat kata® kunci yang perlu diperhatikan, yaitu,
e

cafa ilmiah. data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu

Agu

* Sulaiman Saat, Pengantar Metodologi Penelitian, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida
), h. 7.

N
o

neny wisey gaie

29



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

30

©
digésarkan pada kaedah-kaedah atau ciri-ciri keilmuan, dilakukan dengan cara-

-
cara vang masuk akal rasional, empiris, dan sistematis, Rasional berarti dapat

di&)servasi, berdasarkan fakta empirik dan dapat diamati oleh indra manusia,
se%ngga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang
dignakan.Sistematis, artinya, proses yang digunakan dalam penelitianitu
mﬁggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifatlogis, runtut, seperti menaiki

c
arfg;_k tangga.Data, adalah informasi yang siap untuk diolah. data vang diperoleh

mgjﬁlui penelitian adalah data empiris dan mempunyai kriteria, obyektif, valid,
d£ reliabel Obyektif, artinya sesuai dengan objeknya, apa yang dipahami oleh
seseorang tentang sesuatu tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada objek yang
sesungguhnya itu, dan semua orang memberikan penafsiran yang sama; valid,
berarti adanya ketepatan/kesesuaian antara data yang terkumpul oleh peneliti
dengan apa yang terjadi pada obyek yang sesungguhnya, dan reliabel berarti
adanya ketepatan/keajegan/konsistensi data yang didapat dari waktu ke waktu.*®
—A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah "Penelitian

ngan atau penelitian lapangan. Sumber informasi utama dari penelitian ini

o

sal dari berbagai sumber pustaka, termasuk membaca dan menganalisis buku

@—;0 éISIgA}uﬁ 31@9191 Jje

tulisan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan

=

um empiris, atau penelitian hukum sosiologis, untuk menyelidiki bagaimana

=

m atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama bagaimana mereka

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini melibatkan orang-orang

*® Ibid, h. 9.
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©
yag:g terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Akibatnya, data primer yang

di%nakan dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah data yang
di%roleh langsung dari sumbernya.*’

2 Paradigma penelitian kualitatif berakar dari antropologi budaya dan
sogologi. Kemudian ini diadopsi oleh peneliti pendidikan. Tujuan penelitian
kuﬁitatif adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau
suZ’_tu interaksi tertentu. Ini merupakan proses investigasi di mana peneliti secara
beif,ahap memahami fenomena sosial dengan membandingkan, mereplikasi,
membuat dan mengklasifikasikan objek penelitian.®

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis sosiologi yaitu
suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang
mengikat. Sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diektahui bagaimana
hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari
seé&gai suatu penyebab variabel yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai
kegidupan sosial. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah
pegleekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Pada pendekatan yuridis

o]
sogologis, hukum sebagai law in action, di gambarkan sebagai gejala social yang

:'
er’g)iris.”
o

I

=

<

=]

L 2]

=

—~ ¥ Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),
h.k

w * Fathor Rasyid, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jawa Timur: Nadi
Pustaka Offset), 2022, h. 35.

% Ronny Hanitijo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Bandung,

1980), h.34-35.
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. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di polsek bukit raya. Yang berlamat di kota

dio xeg Q)

pekanbaru, kecamatan bukit raya. Alasan penulis memilih tempat tersebut
diga_rnakan lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.
SQT_ain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk
meJakukan observasi dan wawancara mengenai Wewenang Penyidik Polri Dalam

c
Péfierapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan

Pe?taturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Bgrdasarkan Keadllan Restoratif.
D. Populasi dan Sampel

1. Penegrtian Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek
dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlali
yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.*® Adapun

populasi dalam penelitian ini adalah polsek bukit raya, dan polisi

berjumlah 68 orang.

Ag uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d)¥}S

0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdD, ( Bandung: Alfabeta,

2019), h. 80.
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2. Pengertian sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang
dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan
untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus
betul-betul representatif (mewakili)**

Dalam hal ini penulis mengkaitkan dengan penlitian yang menjadi
objek yang akan diteliti adalah peran penyidik polri dalam penerapan
restorative justice tindak pidana pencurian. Adapun yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah polsek bukit raya, dalam hal ini
yang akan di wawancarai yaitu bapak yogi wijaksono pangkat bripka,
jabatan staf unit reskrim polsek bukit raya.

Metode pengambilan sample adalah Sampling Purposive yaitu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan
melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber
datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang
kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah

orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk

neny wisey jraeAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

“! 1bid. h. 81.
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©
g penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan
7 e 42
o generalisasi.
=
o Tabel 3.1
= .
= Populasi Dan Sampel
=
(= NO Responden Populasi Sampel Persentase
=
w
= 1 | StafUnitReskrim | 16 Orang 1 Orang 6,25%
= Polisi Sektor Bukit
jeb)
- Raya
= Sumber :Polsek Bukit Raya,2023
c
Tabel 3.2
perkara restorative justice tindak pidana pencurian 2023-2024.
No | Tindak Perkara | Restorative justice | restorative justice
pidana masuk yang selesai yang tidak
dilaksanakan terselesaikan
1 | pencurian 2023 9 6
2 | Pencurian 2024 8 5
7
&
1 Menurut data lapangan, dari 21 oktober 2023 hingga 31 Maret 2024,
wn

te

uge

apat 23 pencurian yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum

dapat diselesaikan dengan Restorative Justice. Namun, hanya 11 kasus pencurian

DI

=
yafg diselesaikan dengan Restorative Justice.
-
]
ZE. Data dan Sumber Data

=]
B@kut ini akan dijelaskan masing-masing klasifikasi data primer dan data

=
sekunder :
=

“2 1bid., h. 85.
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Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan
(library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-
teori dan informasi- informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti
pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya
ilmiah lainnya,*Data primer adalah segala informasi, fakta, dan
realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan
atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut
sebagai data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu
utama berhasil atau tidaknya sebuah proses penelitian. Artinya, hanya
dengan didapatkannya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan
berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama penelitian
dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat
dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci. Data yang
memiliki karakteristik seperti inilah yang biasa disebut dengan data
utama atau primer mendefinisikan bahwa data primer adalah
merupakan data yang diambil dari sumber utama atau sumber
pertama di lapangan.

Data sekunder menurut Ibrahim, adalah segala informasi, fakta dan
realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak
secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data
primer. Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak

mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi,

B
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* Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:
media), 2006, h. 192.
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fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti. Sebagai data
pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak
substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah

realitas penelitian.**

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data

penelitian secara langsung yang menjadi fokus penelitian®® Kegiatan
yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah mengenai peran
penyidik polri dalam penerapan restorative justice terhdap tindak
pidana pencurian.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara
mempertanyakan secara langsung kepada polsek bukit raya, terkait
peran penyidik polri dalam penerapan restorative justice terhadap
tindak pidana pencurian, Apa saja kendala penyidik polri dalam
penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian.
Pengumpulan Data dengan Dokumentasi Dokumentasi merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

It.
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* Sapto Haryoko, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Makasar: Gedung Perpustakaan
020), h.122.
* Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: PT Rajagrafindo Persada,2017),
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g d. Pengumpulan Data dengan Triangulasi Teknik pengumpulan data

; triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

E’ menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

2 data yang telah ada.

=

—G. Analisis Data

i Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses
mgcfrhcari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
W;Jwancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami

QD

derAgan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis
data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari
dan menyusus secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
Ia@ngan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

dagat diinformasikan kepada orang lain.*®

*® Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan,2017), h. 75.
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BAB V
PENUTUP
ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang ttelah di jabarkan oleh prnulis, maka

lis berkesimpulan sebagai berikut:

Penyidik Polri Polsek Bukit Raya memiliki wewenang untuk menyelesaikan
perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan Restorative, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa kasus tersebut diselesaikan melalui

perdamaian kedua belah pihak. Menurut Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang di mana terhadap Tindak
Pidana pencurian di polsek bukit raya, pelaksanaannya masih belum efektif.
Karena, menurut data lapangan, dari 21 oktober 2023 hingga 31 Maret
2024, terdapat 23 pencurian yang memenuhi syarat materil dan secara
hukum dapat diselesaikan dengan Restorative Justice. Namun, hanya 11
kasus pencurian yang diselesaikan dengan Restorative Justice.

Beberapa faktor masih menghambat pelaksanaan Restorative Justice di
Polsek Bukit Raya. Beberapa di antaranya adalah tingkat pengetahuan
masyarakat yang rendah tentang program Restorative Justice, hambatan
dalam komunikasi antara pelaku dan korban yang tidak mau berdamai, dan
hambatan lain dalam mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan

korban. Sebagai alternatif, pihak korban diberi tahu secara bertahap bahwa

49
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kasus penganiayaan anak tersebut telah diselesaikan secara damai dan telah

mengganti kerugian, sehingga tidak perlu dibuatkan laporan polisi.

X
>
pd

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran

k Polisi Pnyidik Polsek Bukit Raya dalam menjalankan Reatorative Justice

gai berikut:

Upaya yang harus dilaksanakan oleh pihak Polsek Bukit Raya dalam
menjalankan Restorative Justice adalah dengan melakukan demonstrasi
melalui media sosial, media cetak dan massa untuk mempromosikan upaya
sengketa pidana lewat jalur keadilan restoratif.

Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam
mendukung pelaksanaan Restorative Justice dengan cara melaporkan dan
meminta bantuan pihak Polsek Bukit Raya, untuk menyelesaikan tindak
pidana pencurian.

Pemberian pengawasan terhadap pelaku untuk menunaikan kewajibannya
pada pihak korban semisal ganti rugi atau tanggungan yang diucapkan
ketika dilakukan Restorative Justice. Diperlukan langkah dari pemerintah
untuk mengeluarkan regulasi baru yang secara spesifik mengatur tentang

konsep Restorative Justice dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
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Yogi Wijaksono, Staf Unit Reskrim Polsek Bukit Raya, Wawancara, Pada
c  tanggal 21 Februari 2024.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Kepolisian Negara Republik
S Indonesia.

Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab undang-undang hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
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te¥]
Mgksum Rangkuti, https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-
= hukum-syarat-dan-penerapan/, diakses jam 23:10 tanggal 15-01-2024.
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o hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

ABH @

QSkripsi dengan judul WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM
"OPENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
“PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8
gTAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
iBERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI
cPOLISI SEKTOR BUKIT RAYA.yang ditulis oleh:

i Nama - NURAINI RITONGA
g NIM : 12020726952
§ Program Studi : Ilmu Hukum
Mrelah di munagasyahkan pada:
g Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang peraktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakulias Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
'c_t'_Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S H., M.H.

je

®Sekretaris
“Musrifah, S.H., M.H.
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cDr.Nur Hidayat,S.H., M.H.

Tu

prcnguji 2
@Asril, S.H.I, M.H.

I

Mengetahui:
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah dan Hukum
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

JI. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

nidl

g
oP/n.04/F.1/PP.00.9/2303/2024 Pekanbaru,13 Februari 2024
_Biasa
é?(Satu) Proposal
=Mohon Izin Riset
R
S(epada Yth.
ZKAPOLSEK BUKIT RAYA
¢Provinsi Riau
=
(;Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
D Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Aniversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
)
c Nama : NUR AINI RITONGA
NIM : 12020726952
Jurusan : limu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : POLSEK Bukit Raya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor & Tahun 2021 Tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif (Studi Kasus di Polsek Bukit Raya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

Bnemberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.
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- NURAINI RITONGGA
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